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Abstract 

The right to life is a basic right that is the responsibility of the State. At the beginning of 2018, 

bad news came from eastern Indonesia, namely the Asmat district, Papua province regarding 

extraordinary events, namely malnutrition and measles. In this research, legal issues were 

found regarding whether the government's neglect of malnutrition constitutes a violation of 

rights according to Law Number 18 of 2012 concerning Food. Furthermore, the author 

conducted this research in a descriptive normative manner using the applicable laws and 

regulations as well as a conceptual approach. So the author concludes that in this research, 

failure in extraordinary events is a form of human rights violation committed by the state 

because this is a failure for the state to protect and fulfill the basic rights of its citizens. In this 

research, it was found that several rights were violated by the state, namely the right to health, 

the right to children's development, the right to protection, the right to children's welfare, the 

right to education, the right to a decent standard of living and also the right to life which is 

also a gift from God ( non-derogable rights). 
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Abstrak 

Hak hidup merupakan hak dasar yang menjadi tanggung jawab Negara.  Pada awal 

tahun 2018, kabar buruk datang dari Indonesia bagian timur yaitu kabupaten Asmat 

provinsi Papua mengenai Kejadian Luar Biasa yakni gizi buruk dan campak.  Dalam 

penelitian ini didapati isu hukum terkait pembiaran gizi buruk oleh Pemerintah 

apakah merupakan pelanggaran hak menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 Tentang Pangan.  Selanjutnya, penulis melakukan penelitian ini secara normatif 

deskriptif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta 

pendekatan secara konseptual.  Maka penulis memberi kesimpulan bahwa dalam 

penelitian ini, Kegagalan dalam Kejadian Luar Biasa tersebut merupakan bentuk 

pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara  sebab hal tersebut menjadi kegagalan 

bagi Negara dalam melindungi dan memenuhi hak dasar warga negaranya. Dalam 

penelitian ini ditemukan beberapa diantara hak yang dilanggar negara yaitu hak atas 

kesehatan, hak pertumbuhan anak, hak atas perlindungan, hak atas kesejahteraan 
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anak, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas standar hidup yang layak dan 

termasuk pula hak hidup yang juga merupakan karunia Tuhan (hak non derogable).  

Kata Kunci:   HAM,   Kejadian Luar Biasa, Gizi Buruk 

 

PENDAHULUAN 

Gizi buruk merupakan suatu kondisi atau keadaan kekurangan energi dan 

protein (KEP) tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi dan 

atau menderita sakit dalam waktu lama yang ditandai dengan status gizi sangat kurus 

(menurut Berat Badan terhadap Tinggi Badan) dan/atau hasil pemeriksaan klinis yang 

menunjukkan beberapa gejala yakni Pertama, Marasmus yang mempunyai ciri-ciri 

keadaan tampak sangat kurus, iga gambang, perut cekung, wajah seperti orang tua 

dan kulit keriput; Kedua, Kwashiorkor yang mempunyai ciri-ciri dengan edema 

seluruh tubuh terutama di punggung kaki, wajah membulat dan sembab, perut 

buncit, otot mengecil, pandangan mata sayu dan rambut tipis/kemerahan; atau 

Ketiga, Marasmus Kwashiorkor dengan ciri-ciri keadaan gabungan antara Marasmus 

dan Kwashiorkor (Cholik Mutaqin, 2018). Merujuk pada Riset Kesehatan Dasar (yang 

selanjutnya disebut “Riskesdas”) pada tahun 2018, ditemukan terdapat 30,8% balita 

kekurangan gizi yang menyebabkan balita tersebut tidak tumbuh sempurna disebut 

stunting. Walaupun persentase anak yang kurang gizi masih cukup tinggi pada tahun 

2018, jumlah persentase anak kurang gizi sudah mengalami penurunan dibandingkan 

pada tahun 2007 sampai tahun 2013 sebanyak 37,2% (Riskesdas 2013). Masalah gizi 

buruk di Indonesia merupakan masalah bersama. Guna mencapai misi Indonesia 

bebas malnutrisi pada tahun 2030, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja 

sama dengan tenaga kesehatan untuk melakukan pemantauan dan pencegahan 

terhadap gizi buruk (Kemenkes RI, 2023).  

Pada awal tahun 2018, kabar buruk datang dari kabupaten Asmat provinsi 

Papua menjadi sorotan media nasional ketika tersebar berita mengenai kejadian luar 

biasa (yang selanjutnya disebut “KLB”) gizi buruk dan campak pada awal tahun 2018. 

Kabupaten dengan penduduk sebanyak 92.909 jiwa ini menarik perhatian publik 

ketika ada pengumuman status KLB di Agats, Asmat pada tanggal 8 Januari 2018. 

Hingga status KLB berakhir pada tanggal 5 Februari 2018, sebanyak 72 anak 

meninggal dalam tragedi ini, yakni 66 anak karena campak dan enam anak karena 

gizi buruk. Gizi buruk merupakan masalah yang jelas tidak bisa dianggap remeh, 

mengingat dampak negatifnya pada kesehatan, perkembangan, dan bahkan hingga 

produktivitas anak di masa depan. Anak dengan gizi buruk cenderung lebih sering 

mengalami hambatan perkembangan, rentan terhadap penyakit, serta memiliki 

morbiditas dan mortalitas lebih tinggi ketika terserang penyakit. Gizi buruk sebagai 

kondisi penyerta kemungkinan merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya 
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kematian akibat campak dalam KLB tersebut. Dalam jangka panjang, gizi buruk bisa 

berkontribusi pada produktivitas ekonomi yang lebih rendah di masa dewasa, yang 

dapat berimbas pada kekurangan gizi generasi selanjutnya. Jika mata rantai tersebut 

tidak diputus dengan rehabilitasi pasca-KLB gizi buruk, masyarakat Asmat bisa saja 

terjatuh dalam lingkaran setan kekurangan gizi dan kemiskinan. 

Mengingat Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi 

kesejahteraan masyarakatnya agar berkehidupan dengan adil dan makmur. Oleh 

karenanya di Negara Indonesia telah ada hak dasar setiap manusia dimana hak 

tersebut disebut sebagai Hak Asasi Manusia. Seperti halnya yang telah dijelaskan 

dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 

(1) terkait pengertian Hak Asasi Manusia yang disebutkan bahwa: “Hak Asasi 

Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan 

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya 

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap 

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Hak 

tersebut ada agar setiap orang berhak atas taraf hidup yang cukup untuk hidup sehat 

dan sejahtera bagi dirinya dan keluarganya, dengan artian bahwa untuk hidup sehat 

dan sejahtera maka diperlukan kualitas pangan dan kesehatan yang baik. Namun 

terkait gizi buruk, hal tersebut menandakan bahwa buruknya kualitas pangan, dan 

kesehatan sehingga menjadikan seseorang tidak mendapatkan haknya untuk hidup 

sehat dan sejahtera. Sehingga hal tersebut juga merupakan kegagalan Negara dalam 

menunaikan kewajibannya untuk memastikan pemenuhan, paling tidak tingkat 

esensial minimum yang diperlukan untuk terbebas dari kelaparan. Demi menentukan 

apakah pembiaran gizi buruk merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang 

dilakukan oleh Negara, maka penulis tertarik dan akan melakukan analisis mendalam 

melalui penelitian ini. 

 

 

METODE PENELITIAN   

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara normatif. 

Penelitian hukum normatif adalah  sebuah penelitian yang meletakan hukum sebagai 

bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). 

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal 

yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena 

penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis 

atau bahan-bahan hukum yang lain (Soekanto & Mamudji, 2004)Click or tap here to 

enter text.. 
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Selain imenggunakan ijenis ipenelitian ihukum inormatif, ipenulis ijuga 

imenggunakan iPendekatan iPeraturan iPerundang-Undangan idengan icara 

imenganalisis isegala iUndang-Undang idan iRegulasi iterkait iDengan 

imenggunakan ipendekatan iini ipenulis idapat imelihat ikonsistensi iantara 

iregulasi isatu idengan ilainnya. iSelanjutnya, ipenulis imenggunakan ipendekatan 

ikonseptual iuntuk imengkaji idan imenganalisis ikerangka iberpikir, ikerangka 

ikonsep iatau ilandasan iteoritis iyang iakan idi iteliti. i 

 

HASIL iDAN iPEMBAHASAN 

A. KONSEP iHAK iATAS iPANGAN iDI iINDONESIA 

Dalam iPasal i1 iPeraturan iPemerintah iNo. i86 iTahun i2019 iTentang 

iKeamanan iPangan i(yang iselanjutnya idisebut idengan i“Peraturan iPemerintah 

iKeamanan iPangan”) itelah idisebutkan ibahwa i“Pangan iadalah iscgala isesuatu 

iyang iberasal idari isumber ihayati iproduk ipcrtanian, iperkebunan, ikehutanan, 

iperikanan, ipeternakan, iperairan, idan iair, ibaik iyang idiolah imaupun itidak 

idiolah iyang idiperuntukkan isebagai imakanan iatau iminuman ibagi ikonsumsi 

imanusia, itermasuk ibahan itambahan ipangan, ibahan ibaku ipangan, idan ibahan 

ilainnya iyang idigunakan idalam iproses ipenyiapan, ipengolahan, idan/atau 

ipembuatan imakanan iatau iminuman.” iYang iberarti ibahwa ipangan iadalah 

isegala isesuatu iyang idapat idikonsumsi ioleh imanusia ibaik ididalamnya iPangan 

isegar i(pangan iyang idapat idikonsumsi ilangsung itanpa ipengolahan); iPangan 

iolahan i(makanan iatau iminuman iyang idiolah idengan iatau itanpa ibahan 

itambahan); iPangan iolahan isiap isaji i(makanan iatau iminuman iyang itelah 

idioleh idan idisajikan idi itempat iusaha imakanan iseperti igerai, iwarung imakan, 

idan isebagainya). 

Dalam ihal iini imaka iproses imendapatkan ipangan iharus imemenuhi 

ikeamanan ipangan isebagaimana itelah idisebutkan ipada iPasal i2 iPeraturan 

iPemerintah iKeamanan iPangan, iyakni i iKeamanan iPangan iyang 

idiselenggarakan imelalui isanitasi ipangan, ipengaturan iterhadap iBahan 

iTambahan iPangan, iPengaturan iterhadap iPangan iProduk iRekayasa iGenetik, 

iPengaturan iterhadap iIradiasi iPangan, iPenetapan istandar iPengemasan iPangan, 

i iPemberian iJaminan iKeamanan iPngan idan iMutu iPangan, i iJaminan iproduk 

ihalal ibagi iyang idipersyaratkan. iDimana ikeamanan ipangan itersebut idilakukan 

imelalui iproses ipengawasan, ipenangan ikejadian iluar ibiasa idan ipenanganan 

icepat iterhadap ikedaruratan ikeamanan ipangan idan iperan iserta imasyarakat. 

iBerdasar ihal itersebut imaka idalam ihal ipemenuhan iHak iAtas iPangan imaka 

iharus imelewati ibeberapa iproses ikeamanan ipangan isebagaimana iyang 

itersebut idiatas. iPertama, iSanitasi iPangan iyang imana ihal iini idilakukan idalam 
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ikegiatan iatau iproses iproduksi ipangan, ipenyimpanan ipangan, ipengangkutan 

ipangan, idan iperedaran ipangan idimana imenurut iUU iKeamanan iPangan 

isanitasi ipangan iadalah iupaya iuntuk imenciptakan idan imcmpertahankan 

ikondisi iPangan iyang isehat idan ihigienis iyang ibebas idari ibahaya icemaran 

ibiologis, ikimia, idan ibcnda iIain; iKedua, iBahan iTambahan iPangan iyang imana 

ipenggunaan ibahan itambahan ipangan idigunakan idalam iproses ipengolahan 

imakanan iseperti ipenguat irasa, ipewarna imakanan, ipengawet, ipemanis, idan 

ilain isebagainya; iKetiga, iPangan iProduk iRekayasa iGenetik iadalah ipangan 

iyang idiproduksi iatau iyang imenggunakan ibahan ibaku, iBahan iTambahan 

iPangan, idanf iatau ibahan ilain iyang idihasilkan idari iproses irekayasa igenetic; 

iKeempat, i, iIradiasi iPangan imenurut iUU iKeamanan iPangan imerupakan 

imetode ipenanganan iPangan, ibaik idengan imenggunakan izat iradioaktif 

imaupun iakselerator iuntuk imencegah iterjadinya ipembusukan idan ikerusakan, 

imembebaskan iPangan idari ijasad irenik ipatogen, iserta imencegah ipertumbuhan 

itunas; iKelima, iKemasan iPangan idimana iSetiap iOrang iyang imelakukan 

iProduksi iPangan idalam ikemasan iwajib imenggunakan ibahan iKemasan 

iPangan iyang itidak in-rcmbahayakan ikesehatan imanusia; iKeenam, iPemberian 

iJaminan iKeamanan iPangan idan iMutu iPangan idimana idalam ihal iini istandar 

imutu iyang idimaksud iadalah ikarakteristik idasar imutu ipangan isesuai ijenis 

ipangan idalam ikeadaan inormal idengan imemperhatikan idasar ikriteria 

iorganoleptik, ifisik, ikomposisi, idan/atau ikandungan iGizi iPangan; iKetujuh, 

iJaminan iProduk iHalal idimana imengingat iIndonesia iwarga inegaranya 

imayoritas iberagama imuslim imaka ilabel ihalal iini isangat ipenting iadanya idan 

iterkait ihal itersebut imaka imerujuk idalam iUU iKeamanan iPangan iPasal i46 

itelah idisebutkan ibahwa iPemerintah iPusat idan iPemerintah iDaerah iberwenang 

imelakukan ipengawasan isecara ilangsung. 

Sementara iitu iterdapat iempat iaspek ihak iatas ipangan iyang ilayak 

idengan imementingkan iciri-ciri iyakni imengenai iketersediaan ipangan, 

iketerjangkauan ipangan, iketercukupan, idan ikeberlanjutan. isebagaimana itelah 

idisebutkan idalam ikomentar iumum iNo.12 iParagraf ike-8 ioleh iKomite 

iKovenana iInternasional iHak iEKOSOB iyang imenjelaskan iterkait iPasal i11 

iKovenan iInternasional iHak iEKOSOB ibahwa ihak idasar iuntuk iterbebas idari 

ikelaparan iditandai idengan iciri-ciri iambang ibatas iasupan ipangan ibahwa i“... 

iSetiap iNegara iberkewajiban iuntuk imenjamin ibagi isetiap iorang iyang iberada 

idi ibawah iyurisdiksinya iakses iterhadap ipangan iesensial iminimum iyang 

icukup, ibergizi icukup idan iaman, iuntuk imenjamin imereka iterbebas idari 

ikelaparan.”. iDalam ihal iketahanan ipangan, imaka iterbentuklah iakses ipangan 

iyang imerupakan isalah isatu isub isistem iketahanan ipangan iyang 

imenghubungkan iantara iketersediaan ipangan idengan ikonsumsi iatau 

ipemanfaatan ipangan. iAkses ipangan ibaik iapabila isemua irumahtangga 
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imempunyai isumber idaya iyang icukup iuntuk imendapatkan ipangan iyang 

icukup ipula ibaik idari isegi ikuantitatif, ikualitatif idan ikeragaman ipangan. 

iAkses ipangan isebagai ijembatan ipenghubung iantara iaspek i0.00% i2.00% i4.00% 

i6.00% i8.00% i10.00% i12.00% i14.00% i16.00% i18.00% i6-12 iBulan i2-5 iTahun 

iPresentase ianak i(%) iRentang iUsia iGizi iBuruk iGizi iKurang iketersediaan 

ipangan idan ikonsumsi ipangan. iBerdasar idefinisi itersebut ididapati i4 i(empat) 

idimensi idaripada iketahanan ipangan iyaitu: i(Tauhid, i2021) i 

1) Ketersediaan ipangan isecara ifisik, iyang ilebih imenekankan ipada iaspek 

iketersediaan iseperti itingkat iproduksi ipangan, istok idan iperdagangan 

ipangan, i 

2) Akses ifisik idan iekonomi iterhadap ipangan. iKetersediaan ipangan iyang 

icukup itingkat inasional itidak imenjamin ikecukupan ipangan itingkat 

irumahtangga. iHal iini iterkait idengan iketidak icukupan iakses ipangan 

idengan iindikator iseperti ipendapatan, ipengeluaran, ipasar idan iharga 

ipangan; i 

3) Pemanfaatan/konsumsi ipangan iyang iumumnya idikaitkan idengan ivariasi 

izat igizi idan ikecukupan ipangan, iseperti ikecukupan ienergi idan izat igizi 

ilainnya, isebagai idampak idari icara imenyediakan ipangan, ijenis 

imakanan, idiversifikasi ipangan idan idistribusi imakanan idalam ikeluarga. 

iKombinasi idari ipola ikonsumsi imakanan idan itingkat ipenyerapan 

imakanan idalam itubuh iakan imenentukan istatus igizi iseseorang; i 

4) Stabilitas idari idimensi i1, i2 idan i3 isecara iberkelanjutan. iKetidak 

icukupan ipangan i(rawan ipangan) idapat iterjadi isewaktu-waktu iakibat 

idari iketidakstabilan ipolitik, ifaktor iekonomi i(pengangguran, iharga 

ipangan imeningkat, idll). 

Sedang iindikator iyang imempengaruhi itidak itercapainya iakses 

ipangan idikelompokkan imenjadi i3 i(tiga) iaspek iyaitu: iPertama, iAspek 

iekonomi iDalam ihal iini iyang imempengaruhi iyakni imulai idari ipendapatan 

ipribadi, iharga ipangan idan inon ipangan, idan ikesempatan ikerja. iKedua, 

iAspek ifisik iDalam ihal iini iyang imempengaruhi iyakni iseperti isarana idan 

iprasarana iperhubungan, iinfrastruktur idaerah, idan iproduksi ipangan. 

iKetiga, iAspek isosial idimana idalam ihal iini iyang imempengaruhi iyakni 

ipengetahuan iatau ipreferensi iterhadap imakanan, iPendidikan, ikonflik iatau 

iperang, igotong iroyong, idan ibantuan ipangan i(Tauhid, i2021). iBerdasar ihal 

itersebut iPenulis imenemukan ikondisi inyata imasyarakat ikabupaten iAsmat 

ipada isaat iKLB iterjadi itelah idisebutkan iberdasar idata ipada iPusat 

iPenanganan iKrisis iKLB iterdapat i10.35% ikepala ikeluarga iyang ibekerja 

isebagai iNelayan, isebanyak i33.987 iatau i43.19% ikepala ikeluarga ibekerja 

isebagai iPetani idan i35.68% itidak imemiliki ipekerjaan. iHal itersebut 
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imerupakan iproporsi itertinggi iyang iada idi idata idan ipria idewasa iyang 

itidak imemiliki ipekerjaan imasih iterlalu itinggi ihal itersebut imenjadi ifaktor 

iburuknya ipergerakan idalam imencari isumber ipangan. iSelanjutnya idalam 

ibuku itersebut ijuga imenjabarkan iterkait idugaan imasalah ilain idalam ihal 

isumber ipangan iyakni isumber iprotein iutama iadalah isejenis iikan-ikanan 

iyang ididapat idengan icara imemancing iatau imendatangi ipasar ilelang iikan. 

iNamun idi iKabupaten iAsmat iini ihanya imengenal icara iproduksi ipangan 

idengan imelakukan ipembakaran iyang iSebagian ibesar imemakan iikan itanpa 

iproses ipencucian idengan ipembuangan ikotoran iyang iada ididalam iikan 

idan iproses ipembakaran ihanya idilakukan isehari isekali isaja ikarena 

ipembakaran ihanya inyala idisiang ihari idan ijika ipembakaran itelah imati 

idan iingin imakan imaka iseseorang iharus imenumpang imasak idi irumah 

itetangga iyang imasih imenyalakan ipembakaran i(Sira, i2018). 

Berdasar ihal itersebut ididapati ibahwa imasalah iketahanan ipangan 

idisebabkan ipada irendahnya iketerjangkauan ipangan isebagian ipenduduk. 

iKarena iitu iterjadi ikesenjangan iyang icukup ilebar iantara iketersediaan 

ipangan i ilebih idari icukup idan irata-rata ipangan iyang ibenar-benar 

idikonsumsi imasyarakat iyang iternyata imasih idibawah irekomendasi. iUpaya 

imeningkatkan iakses ipangan imasyarakat iuntuk imeningkatkan iakses 

ipangan ipada irumah itangga iyang itelah idiimplementasikan iDinas 

iKetahanan iPangan iProvinsi iJawa iTengah itelah imempunyai iprogram iaksi 

isecara ireguler iuntuk imeningkatkan iakses ipangan ibaik isecara ilangsung 

iantara ilain imelalui ipadat ikarya ipangan. imaupun itidak ilangsung iseperti 

iprogram iP2KP, iMandiri iPangan, iPenguatan iLembaga iDistribusi iPangan 

iMasyarakat i(LDPM), iPengembangan iLumbung iPangan iMasyarakat, 

iPengembangan iSistem iKewaspadaan iPangan idan iGizi i(Sudiman, i2012). 

 

B. ANALISIS iKASUS iGIZI iBURUK iDI iPAPUA i(ASMAT) 

Tepat ipada ibulan iSeptember itahun i2017 isampai idengan i28 

iJanuari itahun i2018 idi iKabupaten iAsmat, iProvinsi iPapua imendadak 

imenjadi isorotan inasional iketika itersebar iberita imengenai ikejadian iluar 

ibiasa i(KLB) igizi iburuk idan icampak. iKabupaten idengan ipenduduk 

isebanyak i92.909 ijiwa iini imenarik iperhatian ipublik iketika iada 

ipengumuman istatus iKLB idi iAgats, iAsmat ipada itanggal i8 iJanuari i2018. 

iHingga istatus iKLB iberakhir ipada itanggal i5 iFebruari i2018, isebanyak i72 

ianak imeninggal idalam itragedi iini, iyakni i66 ianak ikarena icampak idan 

iterdata isebanyak i220 ikasus igizi iburuk idengan i6 i(enam) iorang imeninggal. 

iBerdasarkan ihal itersebut ipenulis imelihat idata idaripada iKementerian 



CAUSA 
 

 

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 
Vol 2 No 2 Tahun 2024.  

Prefix DOI : 10.3783/causa.v1i1.571 

ISSN 3031-0369 

iKesehatan idiketahui ibahwa isebanyak i8 i(delapan) ianak imeninggal idi 

irumah isakit isementara isisanya imeninggal idi ikampung iatau idirumahnya 

isendiri i(KEMENKES, i2018). iSelanjutnya ipenulis imenemukan idata istatistik 

ibahwa ipada itahun i2016 isebanyak i3,2% ibalita imengalami igizi iburuk idan 

imeningkat imenjadi i6,8% idi i2017. iSedangkan ibalita ipendek i(stunting) 

imeningkat idari i28% imenjadi i32,8%. iHal itersebut idiperparah idimana 

iterkait ilaporan itersebut icakupan iimunisasi itidak inaik isignifikan, idari 

i75,3% imenjadi i76,6%. iSerta icakupan iPemberian iMakanan iTambahan 

i(PMT) ijustru iturun idari i21,3% imenjadi i20,1%. iBerkaitan idengan ihal 

itersebut ipeningkatan ipresentase iyang isangat itajam iterjadi idalam iKawasan 

iKabupaten iAsmat. iDimana iPrevalensi igizi iburuk inaik idrastis idari i4,1% 

imenjadi i14,3%. iSedangkan ibalita igizi ikurang i(kurus) inaik idari i9,5% 

imenjadi i14,5%. iPada i2017 itotal iada isekitar i28,8% iatau i4.200 idari itotal 

i14.685 ibalita idi iAsmat imengalami igizi iburuk. iMasih imerujuk idata iyang 

isama, ibalita istunting idi iAsmat inaik idari i24,1% imenjadi i25,9%. iHal iini 

idiperparah idengan icakupan ipemberian ivitamin idari ipemerintah iuntuk 

iintervensi imasalah igizi iyang imenurun idari i85,1% imenjadi i72,4% 

i(Kemenkes iRI, i2023). i 

Jika iberdasar iletak igeografisnya, iKabupaten iAsmat itermasuk 

ikedalam isalah isatu idaftar iDaerah i3T i iyang imemiliki iartian idaerah 

itertinggal, iterdepan, idan iterluar. iTertinggal iyang iberarti imemiliki ikualitas 

ipembangunan iyang irendah, idimana imasyarakatnya ikurang iberkembang 

idibandingkan idengan idaerah ilain idalam iskala inasional. iTerdepan idan 

iTerluar iyang iberarti igeografis iberada idi idaerah i“Terdepan” idan i“Terluar” 

iwilayah iIndonesia i(kemdikbud, i2021). iSebagaimana itelah idisebutkan ipada 

iPeraturan iPresiden iNomor i63 iTahun i2020 itentang idaerah itertinggal itahun 

i2020-2024 iDaerah itertinggal iadalah idaerah ikabupaten iyang iwilayah iserta 

imasyarakatnya ikurang iberkembang idibandingkan idengan idaerah ilain 

idalam iskala inasional iberdasarkan ikriteria i: iPerekonomian imasyarakat; 

iSumber idaya imanusia; iSarana idan iprasarana; iKemampuan ikeuangan 

idaerah; iAksesibilitas; idan iKarakteristik idaerah; ilampirkan igambaran ipeta 

iyang imenunjukkan ilokasi iKabupaten iAsmat isekaligus iilustrasi ijika 

imenggunakan ialat itransportasi imenuju iKabupaten iAsmat. iHal itersebut 

ipenulis ilakukan iagar idapat imengetahui imengapa iKLB igizi iburuk idi 

iKabupaten iAsmat idisebut isebagai ipelanggaran iNegara 



CAUSA 
 

 

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 
Vol 2 No 2 Tahun 2024.  

Prefix DOI : 10.3783/causa.v1i1.571 

ISSN 3031-0369 

Gambar i1. iPeta iTransportasi imenuju iKabupaten iAsmat 

 

Albertus iIstiarto iyang isecara ipribadi itelah imelayani imasyarakat 

idiseluruh iwilayah iAgats idi iKabupaten iAsmat imenyatakan ibahwa iposisi 

igeografisnya iterpencil idimana ididapati ikondisi iyakni isebagai iberikut: i 

Pertama,Transportasi iterbatas iJalan iutama imenggunakan ispeedboat iatau 

iperahu ikecil iatau ikapal imotor itempel imelewati isungai ikecil iyang idisebut 

ikali ipotong idan ihanya idapat idilewati ijika iair isedang ipasang iatau ialiran 

inaik itinggi. iDitambah ijumlah ispeedboat iatau iperahu ikecil iatau ikapal 

imotor itempel imilik iPemerintah idi ipusat ikota iAgats imaupun ikecamatan 

iterbatas ijumlahnya i(Albertus iIstiarto,2018). i 

Kedua, iDaerah isangat iterisolisir iKampung iyang iterjadi iKLB iberadaa idi 

ikawasan iwilayah iDistrik iPulau iTiga iyang itermasuk ididalamnya iKampung 

iAs iAtat, iKapi, iAou. iSebelah iujung ibarat ilangsung iberbatasan idengan 

ipulau iMimika. iDistrik itiga ididalamnya iada imasyarakat iAsmat idari isuku 

iSempan, iKamoro, idan iAmungme. iSedang idisebelah iutara ikawasan 

iberbatasan idengan ikabupaten iNduga idimana isebagian ibesar iditempati 

ioleh iSuku iNduga, iDamal, iDani. iSelanjutnya ikelompok iorang iasmat idi 

iwilayah iDistrik iPulau iTiga iini ipun ijarang imelakukan iperjalanan ike iagats 

iyakni isebagai ipusat ikota idi iKabupaten iAsmat. iDan ibesar ikemungkinan 

ijuga ijarang isampai itidak ipernah i“main” idan ibersosialisasi ike iDistrik 

itetangganya iyakni iSawa iErma. i 

Ketiga, iWaktu itempuh i3-4 ijam idengan ispeedboat iJjika iorang iluar iingin 

imengunjungi iAsmat, iMaka iharus imendarat idi iBandara iMoses ikilangin 

(sumber:  iArtikel iberita iSesawi.net, iby iAlbertus iIstiarto,2018) 
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idan imenyambung iperjalanan imenggunakan ipesaawat ikecil imenuju ike 

iEwer idan iselanjutnya imenggunakan iperahu iatau ispeedboat iselama i3-4 

ijam imenuju ikota iagats isebagai ipusat ikota idi iKabupaten iAsmat. i 

Keempat,Tidak iadanya isarana ikomunikasi ipribadi iataupun ipublik i 

Kelima, iPelayanan imedik itidak iberjalan isecara imaksimal iDi ikawasan iini, 

ilayanan imedik itidak iberjalan imaksimal idan iditemukan ibeberapa ialasan 

ipokok iyakni isebagai iberikut: ia) iTenaga imedik isangat isedikit idan idapat 

idikatakan ibahwa isangat ikurang iatau ihampir itidak iada. ib) iKondisi 

iwilayah isangat ijauh imemasuki ikawasan ipedalaman idan isulit idijangkau 

ioleh itransportasi imenggunakan ispeedboat imelalui ialur isungai ibaik iyang 

ibesar imaupun isungai ipotong iatau ikali ipotong. 

 

 

C. HAK iYANG iHARUS iDIBERIKAN iOLEH iNEGARA iKEPADA 

iWARGA iNEGARANYA iDALAM iHAL iPANGAN iDAN iGIZI 

Dalam ihal iini iPenulis imenjabarkan iterkait iapa isajakah ihak-hak 

iyang iharus idepenuhi ioleh iNegara iuntuk isetiap iwarga inegaranya idimana 

itelah idisebutkan idalam iPeraturan iPeundang-Undangan isebagaimana 

iberikut iini: 

1) Deklarasi iHak iAsasi iManusi i(DUHAM) 

Dalam iDUHAM iberisikan ihak-hak iyakni ibeberapa idiantaranya 

iHak iAtas iKesetaraan; iHak iUntuk iBebas iDari iDiskriminasi; iHak iUntuk 

iHidup, iBebas, iKeamanan iPribadi; iUntuk iMenikah iDan iBerkeluarga; 

iHak iAtas iJaminan iSosial; iHak iAtas iStandar iHidup iYang iLayak; iHak 

iAtas iPendidikan; iHak iUntuk iBerpartisipasi iDalam iKehidupan iBudaya 

iDan iMasyarakat; iHak iAtas iTata iSosial iYang iMenjamin iHam; iTugas-

Tugas iMasyarakat iYang iPenting iUntuk iKebebasan iDan iPerkembangan 

iPenuh; i iHak iBebas iDari iIntervensi iNegara iDan iPribadi 

Berdasar ihal itersebut i iyang iterkandung idalam iDUHAM 

imerupakan ibagian idaripada iukuran istandar ikelayakan ihidup idimana 

ipenulis imendapati ikesimpulan ibahwa isemua iorang imemiliki ihak iatas 

istandar ihidup iyang ilayak iuntuk ikesehatan idan ikesejahteraan idirinya 

iserta ikeluarganya, itermasuk ipangan, ipakaian idan iperumahan idan 

ilayanan ikesehatan idan ilayanan isosial iyang idibutuhkan. iSelanjutnya 

iberdasar ihal itersebut ipula ipenulis iberpendapat ibahwa iHak iAtas 

iPangan idijadikan isalah isatu ihak iyang ipaling imendasar isebagai ihak 

iuntuk imendapatkan iakses iyang iteratur, itetap idan ibebas, ibaik isecara 
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ilangsung iatau idengan imembeli, iatas ipangan iyang imemadai idan icukup 

ibaik isecara ikuantitatif idan ikualitatif iyang iberhubungan isecara 

ilangsung ipada itradisi imasyarakat idi imana isuatu ikonsumsi iitu iberasal. 

2) Undang-Undang iDasar i iRI i1945 

Didalam iUUD i1945 itelah idisebutkan ihak-hak iyang idiberikan 

iNegara ikepada iwarga inegaranya iyang idituangkan idalam iPasal i27, 

iPasal i28 ihuruf iA is/d ihuruf iJ idimana i idianalisa iPenulis ibahwa itelah 

idijaminkan iyakni iyang ipertama, iHak iPersamaan iHukum iyang iberarti 

ihak iasasi iuntuk imendapatkan ipengayoman idan iperlakuan iyang isama 

idalam ikeadilan ihukum idan ipemerintahan i(rights iof ilegal iequality). 

iKedua, iHak iEkonomi iyang iberarti imengatur ihak iasasi imanusia iterkait 

iaspek isosioekonomi iseperti ihak ipendidikan imulai idari ipendidikan 

idasar isampai idengan ipendidikan ibagi iorang-orang iyang ibelum 

imendapatkan iatau ibelum imenyelesaikan ipendidikannya iserta itermasuk 

ididalamnya ipengembangan isuatu isistem isekolah ipada isemua itingkatan 

iharus isecara iaktif idiupayakan, isuatu isistem ibeasiswa iyang imemadai 

iharus idibentuk idan ikondisi-kondisi imateriil istaf ipengajar iharus iterus 

imenerus idiperbaiki i(Nurul iUtami, i2021); ihak iatas iperumahan iyang 

iberarti imeliputi ibebas idari ipengusiran, iketerjangkauan isecara iekonomi, 

iketersediaan ilayanan, ibahan, isarana iprasarana, idapat idiakses iterutama 

ikepada imereka iyang imengalami ikemiskinan, ilokasi iterbuka idengan 

iakses ipekerjaan, ilayananan ikesehatan, iperawatan idan idapat iditerima 

isecara ibudaya; ihak iatas istandar ihidup iyang ilayak iyakni iterpenuhinya 

ikebutuhan idasar ipangan idan inutrisi iserta iterpenuhinya ikebutuhan 

idasar ilain i(terpenuhinya ibiaya iyang idibutuhkan iuntuk iberpartisipasi 

idalam ikehidupan isosial); iserta ihak ikesehatan iyang iberarti isetiap iorang 

iberhak iatas itaraf ikehidupan iyang imemadai iuntuk ikesehatan, 

ikesejahteraan idirinya isendiri idan ikeluarganya. 

3) Konvensi iInternasional iEkonomi, iSosial, idan iBudaya i(Kovenan 

iEKOSOB) 

Terkait ihak iatas ipangan itelah idisebutkan isecara itegas ibahwa ihak 

itersebut isebagai ihak iasasi imanusia idalam iDUHAM idan ibagian idari 

istandar ikelayakan ihidup. iDimana isemua iorang iyakni iseluruh iwarga 

inegara imemiliki ihak iatas istandar ihidup iyang ilayak iuntuk ikesehatan 

idan ikesejahteraan idirinya iserta ikeluarganyayang itermasuk ididalamnya 

iyakni iterkait ipangan, ipakaian, iperumahan, ilayanan ikesehatan, isampai 

idengan ilayanan isosisal iyang idibutuhkan. iHal itersebut iejalan idengan 

iapa iyang itelah idi isebutkan isecara ikhusus idalam iPasal i11 iKovenan 

iEKOSOB isebagaimana iyang itelah idisebutkan idimana iPertama, iNegara 

iPihak ipada iKovenan iini imengakui ihak isetiap iorang iatas istandar 
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ikehidupan iyang ilayak ibaginya idan ikeluarganya, itermasuk ipangan, 

isandang idan iperumahan, idan iatas iperbaikan ikondisi ihidup iterus 

imenerus. iNegara iPihak iakan imengambil ilangkah-langkah iyang 

imemadai iuntuk imenjamin iperwujudan ihak iini idengan imengakui iarti 

ipenting ikerjasama iinternasional iyang iberdasarkan ikesepakatan 

isukarela. iKedua, iNegara iPihak ipada iKovenan iini, i imengakui ihak 

imendasar idari isetiap iorang iuntuk ibebas idari ikelaparan, ibaik isecara 

iindividual imaupun imelalui ikerjasama iinternasional, iharus imengambil 

iLangkah-langkah itermasuk iprogram-program ikhusus iyang idiperlukan 

iuntuk: ia) iMeningkatkan icara-cara iproduksi, ikonservasi idan idistribusi 

ipangan, idengan isepenuhnya imemanfaatkan ipengetahuan iteknik idan 

iilmu ipengetahuan, imelalui ipenyebarluasan ipengetahuan itentang iasas-

asas iilmu igizi, idan idengan imengembangkan iatau imemperbaiki isistem 

ipertanian isedemikian irupa, isehingga imencapai isuatu iperkembangan 

idan ipemanfaatan isumber idaya ialam iyang iefisien; ib) iMemastikan 

idistribusi ipasokan ipangan idunia iyang iadil iyang isesuai ikebutuhan, 

idengan imemperhitungkan imasalah-masalah iNegara-negara ipengimpor 

idan ipengekspor ipangan. i 

4) Kovensi iHak iSipil i& iPolitik 

Jika imerujuk ipada ikonvensi iini iberdasar iPasal i1 itelah iditegaskan 

ibahwa i“seseorang itidak idapat ikehilangan icara imemenuhi 

ikebutuhannya” iyang iberarti ijika iseseorang itidak idapat imemnuhi 

ikebutuhannya, imaka iNegara iberkewajiban idan ibertanggungjawab idemi 

imemajukan iperwujudan ihak iyang iada. iSelanjutnya idalam iPasal i6 iayat 

i(1) itelah imenegaskan ipula ibahwa i“setiap ianak imanusia imemiliki ihak 

iuntuk ihidup. iHak iini iharus idilindungi ihukum. iTidak iada iyang iboleh 

imerampasnya.” iPasal-pasal itersebut imenunjuk idengan ijelas ibahwa ihak 

iatas ipangan idibutuhkan iuntuk ikeberlanjutan ihidup isetiap iorang. 

5) Konvensi iPenghapusan iSegala iBentuk iDiskriminasi iPerempuan 

Pada ikonvensi iini itelah idiakui iatau itelah idiaturnya ihak 

iperempuan iatas ipangan. iHal itersebut idisebutkan ididalam iPasal i12 idan 

iPasal i14 idimana ipada iPasal i12 iayat i(2) iyakni idimana iNegara iwajib 

imenjamin ibagi iperempuan iatas ipelayanan iyang itepat iberkaitan idengan 

imasa ikehamilan, ikelahiran idan ipasca imelahirkan, imemberikan 

ipelayanan icuma-cuma ibilamana idiperlukan, iserta ipemberian imakan 

ibergizi iyang icukup iselama imasa ikehamilan idan imenyusui. iSelebihnya, 

ijika imerujuk ipada iPasal i14, imaka iNegara iberkewajiban imemastikan 

ibahwa iperempuan idi ipedesaan imemiliki ihak iuntuk imendapatkan 

ikredit ipertanian idan ipinjaman, ifasilitas ipemasaran, iteknologi itepat 

iguna idan iperlakuan iyang isama idalam ihal ipertanahan idan ireforma 
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iagrarian, iserta iskema ipemukiman ikembali; ihak iatas ipelatihan, 

ipendidikan idan ipenyuluhan idalam irangka imeningkatkan iefisiensi 

iteknis imereka; ipartisipasi idalam iperencanaan ipembangunan idi isemua 

itingkat; iorganisasi ikelompok iswadaya idan ikoperasi; iakses ike ifasilitas 

ipelayanan ikesehatan iyang imemadai, itermasuk iinformasi, ikonseling idan 

ipelayanan ikeluarga iberencana. iKarena ibagi iperempuan ipedesaan, ihak 

iatas ipendidikan, ipengetahuan, idan ipekerjaan iadalah ikondisi iuntuk 

imemastikan iperwujudan ihak iperempuan iatas ipangan idan ikeluarganya. 

Menurut iKomentar iUmum inomor i34 idalam ikonvensi iini iNegara 

iyakni iIndonesia iharus imemastikan iperwujudan ihak iatas ipangan idan 

igizi iperempuan ipedesaan idalam ikerangka ikerja ikedaulatan ipangan 

idan ibahwa imereka imemiliki ikewenangan iyakni: ia) iuntuk imengelola 

idan imengendalikan isumber idaya ialam imereka ib) iuntuk imelakukan 

isegala itindakan iyang idiperlukan iuntuk imencapai ikesetaraan isubstantif 

iperempuan ipedesaan iterkait isumber idaya ilahan idan ialam, idan iharus 

imerancang idan imengimplementasikan istrategi iyang imenyeluruh iguna 

imengatasi istereotipe, isikap idan ipraktik iyang idiskriminatif iyang 

imenghambat ihak imereka iatas ilahan idan isumber idaya ialam,dan ic) 

iuntuk imemprioritaskan ihak iperempuan iatas ilahan iyang isetara isaat 

imelakukan ireforma iagraria idan iredistribusi itanah, iserta 

imendudukkannya isebagai itujuan ikhusus idan iutama idalam iland 

ireform. 

6) Undang-Undang iNo. i39 iTahun i1999 iTentang iHak iAsasi iManusia 

Definisi iHAM imenurut iUU iNomor i39 iTahun i1999 iadalah ihak 

iyang imelekat ipada ihakikat idan ikeberadaan imanusia isebagai imahkluk 

iTuhan idan imerupakan ianugerah iyang iwajib idihormati, idijunjung 

itinggi idan idilindungi ioleh inegara, ihukum, ipemerintah, idan isetiap 

iorang. iUndang-undang iini ijuga imenegaskan ibahwa isetiap iorang 

iberhak iatas iperlindungan ihak iasasi imanusia idan ikebebasan idasar 

imanusia, itanpa idiskriminasi. idalam ipasal-pasal idalam iUU iHAM iyang 

isejalan idengan ipenelitian iini iyakni idiantaranya iHak iuntuk ihidup, iHak 

iuntuk iberkeluarga idan imelanjutkan iketurunan, iHak iuntuk 

imengembangkan idiri, iHak iuntuk imemperoleh ikeadilan, iHak iuntul 

ikebebasan ipribadi, iHak iatas irasa iaman, iHak iatas ikesejahteraan, i 

 

 

D. PEMBIARAN iGIZI iBURUK iBERDASARKAN iHAK iASASI 

iMANUSIA 
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Berdasar iPasal i1 iAngka i6 iUndang-Undang iNomor i39 iTahun i1999 

itentang iHak iAsasi iManusia i(UU iHAM), ipelanggaran ihak iasasi imanusia 

iadalah isetiap iperbuatan iseseorang iatau ikelompok iorang itermasuk iaparat 

inegara, ibaik idisengaja imaupun itidak idisengaja iatau ikelalaian iyang isecara 

ihukum imengurangi, imenghalangi, imembatasi idan iatau imencabut ihak 

iasasi imanusia iseseorang iatau ikelompok iorang iyang idijamin ioleh iundang-

undang idan itidak imendapatkan iatau idikhawatirkan itidak iakan 

imemperoleh ipenyelesaian ihukum iyang iadil idan ibenar iberdasarkan 

imekanisme ihukum iyang iberlaku. iMaka ihal itersebut isejalan idengan 

iUndang-Undang iNomor i26 iTahun i2000 itentang iPengadilan iHAM i(yang 

iselanjutnya idisebut idengan i“UU iPengadilan iHAM”), ibahwa ipelanggaran 

iHAM iadalah isetiap iperbuatan iseseorang iatau ikelompok iorang itermasuk 

iaparat inegara ibaik idisengaja iatau ikelalaian iyang isecara ihukum 

imengurangi, imenghalangi, imembatasi, idan iatau imencabut iHak iAsasi 

iManusia iseseorang iatau ikelompok iorang iyang idijamin ioleh iUndang-

Undang iini, idan itidak ididapatkan, iatau idikhawatirkan itidak iakan 

imemperoleh ipenyelesaian ihukum iyang iadil idan ibenar, iberdasarkan 

imekanisme ihukum iyang iberlaku. i 

Sehingga ipenulis imenyimpulkan ibahwa ipelanggaran iHAM 

imerupakan itindakan ipelanggaran ikemanusiaan ibaik idilakukan ioleh 

iindividu imaupun ioleh iinstitusi inegara iatau iinstitusi ilainnya iterhadap ihak 

iasasi iindividu ilain itanpa iada idasar iatau ialasan iyuridis idan ialasan 

irasional iyang imenjadi ipijakanya. iSebagaimana iyang iberarti ibahwa itidak 

iada iseorangpun iboleh imengurangi, imembatasi, imerampas iatau imencabut 

ihak iasasi imanusia iyang imelekat ipada ihakekat ikeberadaan imanusia. 

iSelanjutnya iberkaitan ihal itersebut, ipenulis imenemukan ibahwa iadapun 

ipelanggaran iHAM idapat ididefinisikan isebagai isuatu iTindakan idisengaja 

iatau itidak idisengaja idari iindividu iatau isekelompok iorang, itermasuk 

ibadan-badan inegara, idan ikecorobohan iyang isecara ihukum imembatasi, 

imencagah, imembatasi iatau imeniadakan iHAM. iatau ibeberapa imasyarakat 

iyang itidak imendapatkan ibantuan ihukum iyang isetara idan ijuga ibenar 

iberdasarkan imekanisme ihukum iyang itelah iada. iAdapun iPelanggaran 

ikarena ipembiaran imerupakan ipelanggaran iHAM iyang idilakukan ikarena 

inegara imengabaikan ikewajibannya iuntuk ibertindak isecara iaktif iterkait 

ikewajiban iuntuk imelindungi idan/atau imemenuhi iHAM. iContohnya iseperti 

ikegagalan iuntuk imengambil ilangkah-langkah iyang itepat i(seperti idalam 

ikovenan), ikegagalan imereformasi, imencabut idan imenghilangkan iterhadap 

iaturan, ilegislasi idan irintangan iyang itidak isesuai idengan ikovenan isecara 

isegera idan itanpa iditunda, ikegagalan iuntuk imelakukan imonitoring iHAPG, 

idan ikegagalan iuntuk imemaksimalkan isumber idaya iyang itersedia 
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i(Mahmud, i2021). iSedangkan iPelanggaran ikarena itindakan imerupakan 

ipelanggaran iHAM iyang iterjadi ikarena inegara isecara iaktif imelakukan ihal 

iyang ijustru imengurangi ipenikmatan iHAM ioleh ipemegang ihak, iseperti 

ipenghapusan iatau ipenagguhan isecara iresmi iterhadap ilegislasi iuntuk 

irealisasi iHak iAtas iPangan idan iGizi, ipenolakan iterhadap ihak-hak iindividu 

iatau ikelompok itertentu imelalui idisriminasi, idukungan ipada ipelanggaran 

iatau imenyebabkan ipelanggaran ioleh ipihak iketiga, idan ipengurangan iatau 

ipengalihan ipengeluarah isumberdaya ipublik iyang iberdampak ipada itidak 

iterpenuhinya iHak iAtas iPangan idan iGizi i(Mahmud, i2021). 

Didapati ibahwa iterkait iKLB igizi iburuk idi iasmat imerupakan 

ikegagalan inegara idalam imenunaikan ikewajiban idalam imenjamin iHak 

iAtas iPangan iyang iLayak idalam imencakup iketersediaan, iketerjangkauan, 

iketercukupan idan ikeberlanjutan iagar itercapainya ikedaulatan ipangan i 

imaka idengan iini iberdasar iKovenan iInternasional iHak iEKOSOB iyang 

iharus ibertanggungjawab iadalah iNegara ipihak iyang imeratifikasi iKovenan 

iHak iEKOSOB. iDimana iyakni i iNegara iIndonesia imempunyai ikewajiban 

iumum idan ikewajiban ikhusus idalam imelaksanakan iHAPG iKewajiban 

ihukum isecara iumum imeliputi ikewajiban iuntuk itidak ibertindak 

idiskriminatif ibaik ide ijure imaupun ide ifacto, idan ikewajiban iuntuk 

imelakukan iseluruh ilangkah-langkah iyang itepat itermasuk ipemberlakukan 

iaturan ilegislasi, iuntuk imengambil ilangkah-langkah idengan itujuan iuntuk 

imencapai irealisasi ipenuh ihak iatas ipangan isecara iprogresif, idan iuntuk 

imengambil ilangkah-langkah, ibaik imelalui iupaya iNegara isendiri imaupun 

ibantuan idan ikerja isama iinternasional, idalam ipenggunaan isumber idaya 

iyang itersedia isecara imaksimal i(Mahmud, i2021). 

 

 

 

E. PEMBIARAN iGIZI iBURUK iBERDASARKAN iHAK iATAS iPANGAN 

iDAN iGIZI 

Menurut iKamus iBesar iBahasa iIndonesia i(KBBI), iarti ikata 

ipembiaran iadalah iproses, icara, iperbuatan imembiarkan. iSedangkan 

ididalam iKUHP iPasal i359 itelah idisebutkan iterkait ipembiaran i“bahwa 

isiapa isaja iyang idengan isengaja itidak imemberikan ipertolongan iyang 

idiperlukan ipada iorang iyang idalam ibahaya iatau imenolong iorang iyang 

imenjadi ikorban itindakan ikriminal, idapat idijatuhi ihukuman ipidana 

ipenjara iselama ipaling ilama i3 ibulan iatau idenda isebanyak-banyaknya iRp 
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i450”. iBerdasarkan idata istatistik ipada ipemberian imakanan idan ivitamin 

isaat isebelum iterjadinya iKLB idimana ihal itersebut imembuktikan ibahwa 

idengan ipenurunan iPemberian iMakanan iTambahan, iImunisasi, idan 

ipemberian ivitamin iterjadi ikarena iketidak imampuan ipemerintah idaerah 

iserta iketidak isinergisan iusaha idalam ipenyelesaian imasalah iantara 

ipemerintah idaerah idengan ipemerintah ipusat. iPemerintah ipusat imulai 

imelakukan ipergerakan isetelah iterjadinya iKLB ipada itahun i2018. iMaka ihal 

itersebut imerupakan ikegagalan inegara idalam ihal imenjamin iwarga 

inegaranya iuntuk ihidup isehat idan imakmur. iSelanjutnya imaka ikegagalam 

itersebut imerupakan ipelanggaran iHak iAsasi iManusia ikarena itelah 

iterjadinya ipelanggaran iHak iAtas iPangan idan iGizi. i 

Sejatinya iperkembangan ihukum itidak iselalu iberjalan imulus, itiap-

tiap itatanan iaturan iyang iada iselalu imempunyai icelah ikekurangan ibahkan 

idapat imenjadikan ikesalahan iyang idapat iditanggung ioleh iwarga inegara 

ibahkan iNegara. iSama ihalnya idengan ipersoalan iHAPG ijuga imemiliki 

ikekurangan iyang iharus iditanggung ioleh iNegara, iyang idalam ihal iini 

idisebut idengan iPelanggaran iHAPG iatau idapat ijuga idisebut idengan 

iPelanggaran iHak iEKOSOB. iPelanggaran iHAPG iada isebagai ibentuk 

ikegagalan iNegara idalam imenunaikan ikewajibannya. iDalam iKovenan 

iEKOSOB iPasal i12 ijuga itelah idisebutkan ibahwa i: 

“pelanggaran iterhadap iKovenan iterjadi iketika isuatu iNegara igagal 

iuntuk imemastikan ipemenuhan, ipaling itidak, itingkat iesensial iminimum 

iyang idiperlukan iuntuk iterbebas idari ikelaparan. iDalam imenentukan 

itindakan iatau ikelalaian iyang imerupakan ipelanggaran ihak iatas ipangan, 

ipenting iuntuk imembedakan iketidakmampuan idan ikeengganan idari isuatu 

iNegara iPihak iuntuk imematuhi.” 

Merujuk ipada iUndang-Undang iKetahanan iPangan idisebutkan 

ibahwa iKetahanan iPangan imerupakan ikondisi iterpenuhinya iPangan ibagi 

inegara isampai idengan iperseorangan, iyang itercermin idari itersedianya 

iPangan iyang icukup, ibaik ijumlah imaupun imutunya, iaman, iberagam, 

ibergizi, imerata, idan iterjangkau iserta itidak ibertentangan idengan iagama, 

ikeyakinan, idan ibudaya imasyarakat, iuntuk idapat ihidup isehat, iaktif, idan 

iproduktif isecara iberkelanjutan. iDefinisi ipangan iadalah isegala isesuatu 

iyang iberasal idari isumber ihayati idan iair, ibaik iyang idiolah imaupun itidak 

idiolah, iyang idiperuntukkan isebagai imakanan iatau iminuman ibagi 

ikonsumen imanusia, itermasuk ibahan itambahan ipangan idan ibahan ilain 

iyang idigunakan idalam iproses ipenyiapan, ipengolahan idan ipembuatan 

imakanan iatau iminuman. iIstilah ipangan iatau ifood idalam ikata imandarin 

idituliskan idua ibagian iyang isatu iberarti imanusia iatau ihuman idan iyang 
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ilain iberarti ibaik iatau igood. ihal iitu iberarti ibahwa ipangan isudah 

iseharusnya ibagus, ibermutu idan iaman ibila idikonsumsi imanusia. iistilah 

ipangan ilebih ibanyak idigunakan isebagai iistilah iteknis, iseperti imisalnya 

iteknologi ipangan, ibukan iteknologi imakanan, iproduksi ipangan ibukan 

iproduksi imakanan, ibahan itambahan ipangan ibukan ibahan itambahan 

imakanan. iistilah imakanan idigunakan ibagi ipangan iyang itelah idiolah. 

iPangan imerupakan ikebutuhan idasar imanusia iyang iterpenting idisamping 

ipapan, isandang, ipendidikan, ikesehatan. ikarena itanpa ipangan itiada 

ikehidupan idan itanpa ikehidupan itidak iada ikebudayaan. i iKebutuhan 

ipangan idiutarakan isecara inaluri, ibayi imenangis ipada isaat ilapar 

i(Setiawan, i2023). i 

Undang-Undang iNomor i18 iTahun i2012 iTentang iPangan, 

imerupakan ikebijakan ipangan iyang iyang ilandasan ihukum ibagi 

ipenyelenggaraan ipangan iyang imencakup iperencanaan ipangan, iketersedian 

ipangan, iketerjangkauan ipangan, ikonsumsi ipangan idan igizi, ikeamanan 

ipangan, ipenelitian idan ipengembangan ipangan, ikelembagaan ipangan, 

iperan iserta imasyarakat idan ipendyedikan iyang imengamanatkan iuntuk 

imemenuhi ikebutuhan idasar imanusia iyang imemberikan imanfaat isecara 

iadil, imerata, idan iberkelanjutan. iDalam ihal iagar itercapainya istabilitas 

iketersediaan ipangan ididalamnya imeliputi iperencanaan ipangan imeliputi 

iakses-akses ipangan iseperti iekonomi, isarana iprasarana idistribusi ipangan; 

iketersediaan ipangan imeliputi ipengaturan ikestabilan idan ikesinambungan 

ipenyediaan ipangan isampai idengan iekspor idan iimpor ipangan; 

iketerjangkauan ipangan imeliputi idistribusi ipangan isebagai iUpaya 

imemperlancar iperedaran ipangan iantar iwilayahnya; ikonsumsi ipangan idan 

igizi imeliputi isystem ikonsumisi iyang imenyangkut ipengetahuan igizi idan 

iKesehatan iyang ibaik isehingga idapat imengelola ikonsumsi iindividu isecara 

ioptimal isesuai ikebutuhan; ikeamanan ipangan; ilabel idan iiklan ipangan; 

ipengawasan; isistem iinformasi ipangan; ipenelitian ipengembangan 

ipangan;kelembagaan ipangan; iperan iserta imasyarakay; idan ipenyidikan 

idimana ihal-hal itersebut imerupakan ipemantapan ikoordinasi idan 

isinkronisasi ipihak-pihak iterkait idalam iperencanaan, ikebijakan, ipembinaan 

idan ipengendalian ipangan. 

Berdasar ihal itersebut imaka iUndang-undang iKetahanan iPangan iini 

ijuga imengamanatkan ibahwa ipemerintah ibertanggung ijawab idalam 

ipeneyediaan idan ipenyaluran ipangan ipokok isesuai ikebutuhan, ibaik ibagi 

imasyarakat imiskin, irawan ipangan idan igizi, imaupun idalam ikeadaan 

idarurat iunutuk imengatasi imasalah ipangan idan ikrisis ipangan iDampak 

iUndang-Undang iNomor i12 iTentang iPangan iTerhadap iKetahanan iPangan 
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iIndonesia i.seperti ihalnya ipermasalahan ikelaparan idan ikekurangan igizi. 

iNamun idalam ikebijakan iini itidak idijelaskan ibagaimana iupaya ipemerintah 

idalam imelaksanakan ibantuan ipangan ibagi imasyarakat iyang imengalami 

ikrisis ipangan ikhususnya ibagi imasayarakay iyang ikelaparan idan ikekurang 

igizi i(Hadi iet ial., i2019). iSehingga ipenulis iberpendapat ibahwa idampak 

iadanya iUU iPangan iyakni iseharusnya itmenjamin iketersediaan ipangan 

idimana imerupakan ikondisi itersedianya ipangan idari ihasil iproduksi idalam 

inegeri idan icadangan ipangan inasional iserta iimpor iapbila ikedua isumber 

iutama itidak idapat imemenuhi ikebutuhan, imenjamin iketersediaan iakses 

ipangan idimana imerupakan ikondisi imasyarakat iuntuk imemperoleh 

ikebutuhan ipangan, ibiasanya idiukur idengan iprevalensi ikurang igizi idan 

istunting iatau ihambatan ipertumbuhan ibalita idalam ipopulasi, imenjamin 

istabilitas ipangan idimana imerupakan ikeadaan ipangan iyang istabil itanpa 

iadanya ipengaruh iyang ikekurangan iatau ikeebihan ipangan isehingga iada 

ikemampuan imasyarakat iuntuk imembeli ipangan, 

 

F. PELANGGARAN iHAK iATAS iPANGAN iDAN iGIZI 

iBERDASARKAN iUNDANG-UNDANG iNOMOR i39 iTAHUN i1999 

iTENTANG iHAK iASASI iMANUSIA 

Amanat iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun 

i1945 itersebut idijabarkan ilebih ilanjut ike idalam iPasal i71 idan iPasal i72 

iUndang-Undang iNomor i39 itahun i1999 itentang iHAM iyakni isebagai 

iberikut: 

 Pasal i71 i 

Pemerintah iwajib idan ibertanggung ijawab imenghormati, imelindungi, 

imenegakkan, idan imemajukan ihak iasasi imanusia iyang idiatur idalam 

iUndang-undang iini, iperaturan iperundang-undangan ilain, idan ihukum 

iinternasional itentang ihak iasasi imanusia iyang iditerima ioleh inegara 

iRepublik iIndonesia. 

 Pasal i72 

Kewajiban idan itanggung ijawab iPemerintah isebagaimana idimaksud idalam 

iPasal i71, imeliputi ilangkah iimplementasi iyang iefektif idalam ibidang 

ihukum, ipolitik, iekonomi, isosial, ibudaya, ipertahanan ikeamanan inegara, 

idan ibidang ilain. 

Berdasar iPasal itersebut imaka ipenulis iberpendapat ibahwa iapapun 

iyang iterjadi ikepada iwarga iNegaranya itermasuk ididalamnya imasalah 
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ikemiskinan idi iKota iTerpencil isekalipun. iDimana ikemiskinan imerupakan 

isuatu ikeadaan idimana iseseorang iatau isekelompok iorang iyang iberada idi 

isuatu iwilayah itidak imemiliki ikemampuan idalam imemenuhi ikebutuhan 

ipokoknya iagar idapat ihidup idengan ilayak. iNegara iberkewajiban isekaligus 

iwajib ibertanggung ijawab iuntuk imelindungi, imenegakkan idan imemajukan 

ikembali ihak-hak iseperti ipangan idan igizi iagar iMasyarakat iyang imemiliki 

ikesenjangan iekonomi idapat imengakses idan imendapatkan iPendidikan, 

iKesehatan iyang ilayak. iHak-hak iatas ipangan isebagaimana itelah 

idituangkan idalam iKovenan iInternasional iHak iEKOSOB iDimana iyakni i 

iNegara iIndonesia imempunyai ikewajiban iumum idan ikewajiban ikhusus 

idalam imelaksanakan iHak iAtas iPangan idan iGizi; iselanjutnya idituangkan 

idalam iUndang-Undang iKetahanan iPangan; idan idalam iPeraturan 

iPemerintah iKeamanan iPangan. iKewajiban idan itanggung ijawab iNegara 

iwajib imeliputi ipengimplementasian iyang iefektif idari isegala ibidang, 

itermasuk ididalamnya iyakni ibidang ihukum, ipolitik, iekonomi, isosial, 

ibudaya, ipertahanan ikeamanan inegara, idan ibidang ilain itanpa iterkecuali. 

Terdapat iberbagai iperaturan iperundang-udangan idimana itelah 

idisebutkan ibahwa ipengakuan ihak iatas ipangan imenjadi iwujud ihak iasasi 

imanusia. iDidalam iUU iini itelah idinyatakan ibahwa iNegara imenjamin ihak 

iatas ipangan isebagai ihak iasasi imanusia isetiap iwarga inegara, isehingga 

inegara iberkewajiban idan ibertanggung ijawab imenjamin ikemandirian, 

iketahanan idan ikedaulatan ipangan. iKemudian idalam ipasal i1 iUndang-

Undang iNomor i41 iTahun i2009 itelah iditegaskan ibahwa i“Kedaulatan 

iPangan iadalah ihak inegara idan ibangsa iyang isecara imandiri idapat 

imenentukan ikebijakan ipangannya, iyang imenjamin ihak iatas ipangan ibagi 

irakyatnya, iserta imemberikan ihak ibagi imasyarakatnya iuntuk imenentukan 

isistem ipertanian ipangan iyang isesuai idengan ipotensi isumber idaya ilokal.”. 

iSelain ikedaulatan ipangan, idalam iPasal i1 ijuga itelah idi idefinisikan iterkait 

iketahanan ipangan, ikemandirian ipangan, idan ipangan ipokok iyang 

imendukung itercapainya ikedaulatan ipangan. iSecara ilebih irinci iakan 

ipenulis ituliskan isebagai iberikut: 

a. Ketahanan iPangan i 

Ketahanan iPangan imerupakan ikondisi iterpenuhinya ipangan ibagi 

irumah itangga iyang itercermin idari itersedianya ipangan iyang icukup, 

ibaik ijumlah imaupun imutunya, iaman, imerata, idan iterjangkau. iDalam 

ihal iini idengan iadanya iketahanan ipangan imaka iakan imenjadi 

ipedoman idasar ipangan iterkait imutu idan ikualitas. 

b. Kemandirian iPangan 
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Kemandirian iPangan imerupakan ikemampuan iproduksi ipangan idalam 

inegeri iyang ididukung ikelembagaan iketahanan ipangan iyang imampu 

imenjamin ipemenuhan ikebutuhan ipangan iyang icukup iditingkat irumah 

itangga, ibaik idalam ijumlah, imutu, ikeamanan, imaupun iharga iyang 

iterjangkau, iyang ididukung ioleh isumber-sumber ipangan iyang iberagam 

isesuai idengan ikeragaman ilokal. iSelanjutnya iselain iadanya iketahanan 

ipangan, iadapun ikemandirian ipangan iyang ikeberadaannya isebagai 

ijaminan ipemenuhan ikebutuhan ipangan iyang icukup iditingkat irumah 

itangga, ibaik idalam ijumlah, imutu, ikeamanan, imaupun iharga iyang 

iterjangkau, iyang ididukung ioleh isumber-sumber ipangan iyang iberagam 

isesuai idengan ikeragaman ilocal isehingga idapat idijangkau ioleh 

imasyarakat iuntuk iberkehidupan isehari-hari. 

c. Pangan iPokok 

Pangan iPokok imerupakan isegala isesuatu iyang iberasal idari isumber 

ihayati, ibaik inabati imaupun ihewani, iyang idiperuntukkan isebagai 

imakanan iutama ibagi ikonsumsi imanusia. iDengan iadanya istandar 

ipangan ipokok iini imaka idapat idigunakan isebagai iacuan ibahwa 

isumber igizi ipada ipangan iterdapat iatau iberasal idari isumber ihewani, 

ihayati, inabati iyang imemang idiperuntukkan isebagai imakanan iutama. 

 

KESIMPULAN 

Kejadian iLuar iBiasa icampak idi iKabupaten iAsmat itelah iterjadi isejak 

iSeptember i2017 ihingga iFebruari i2018. iKarena ikejadian itersebut 

imenyebabkan i i647 ipenderita icampak idan i66 iorang imeninggal idunia. iTidak 

ihanya icampak, ikasus igizi iburuk ijuga imelanda iwilayah itersebut idimana 

iPenulis imenemukan idata isejumlah i220 iorang iyang imenderita igizi iburuk 

idengan isebanyak i i5 iorang imeninggal idunia. iSebagai iresponnya, iPemerintah 

ihadir iuntuk imembantu imemberikan iberbagai isumber idaya iuntuk 

imenanggulangi ikejadian iluar ibiasa iyang iterjadi. iPada itanggal i5 iFebruari 

i2018, iPemerintah iKabupaten iAsmat imencabut istatus iKLB icampak idan igizi 

iburuk. iHal itersebut imenjadi ibukti ibahwa iPemerintah itelah 

imengimplementasikan iberbagai iprogram ipencegahan idan ipenanganan 

isebagai iupaya iperlindungan ihak iasasi imanusia ipada ianak, inamun 

ikenyataannya ipelaksanaan ipengamanan idan ipenanggulangan igizi iburuk 

ibelum imaksimal iyang imenjadi ikegagalan iPemerintah idalam ipemenuhan 

ihak. iKegagalan itersebut imenjadi ibentuk ipelanggaran iHak iAsasi iManusia 

iyang idilakukan ioleh inegara iterhadap ipenderita icampak idan igizi iburuk 

isebab itidak imampu imelindungi idan imemenuhi ihak iwarga inegaranya isesuai 
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isesuai iUndang-Undang iDasar iNRI i1945; iDeklarasi iHak iAsasi iManusia; 

iKovenan iHak iEkosob; iUndang-Undang iPangan idan iUndang-Undang iHak 

iAsasi iManusia. iAdapun ihak iyang idilanggar inegara iyaitu ihak iatas 

ikesehatan, ihak ipertumbuhan ianak, ihak iatas iperlindungan, ihak iatas 

ikesejahteraan ianak, ihak iuntuk imendapatkan ipendidikan, ihak iatas istandar 

ihidup iyang ilayak idan itermasuk ipula ihak ihidup iyang imerupakan ikarunia 

iTuhan i(hak inon iderogable). iGizi iburuk idapat iberimplikasi ikepada ikesehatan 

iwarga inegaranya ibaik idalam ijangka ipendek imaupun idalam ijangka ipanjang 

iserta iberdampak ipada iperekonomian inegara. iPemerintah imasih ibelum 

ibersungguh- isungguh idalam imelindungi ihak ibagi ipenderita igizi iburuk. 

iPerlindungan ihak iasasi imanusia iseharusnya idipertegas ilagi idalam ikonstitusi 

idan iperaturan iperundang-undangan iyang ilebih ikhusus idengan imateri 

imuatan i ihak idan ikewajiban ianak ipenderita igizi iburuk. ikedua, itanggung 

ijawab ipemerintah; iketiga, ihak idan ikewajiban iorang itua; ikeempat, 

iprofesionalisme ipelayanan ikesehatan idalam ipencegahan idan ipenanganan i 

igizi iburuk; ikelima, iperan iserta imasyarakat; ikeenam, isarana idan iprasarana; 

iketujuh, ipengawasan; ikedelapan isanksi ihukum. i  
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